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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan antara :

I =mpat tanggal lahir [
B 2022 Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
BHL, tempat kediaman di [ G
.|
B s-b20ai Penggugat;
Melawan
. = pat tanggal
lahir | . 2022 Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat kediaman
dahulu |
I sckarang

tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan

Republik Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2017 yang
telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan
register Nomor 218/Pdt.G/2017/PA.Sim. tanggal 10 Aprii 2017 telah

mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal || Penogugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan [ GGG
B scsuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: |
tanggal . sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di [ GcNGEEEE
selama 3 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak bernama ||} . perempuan, umur 1 tahun
6 bulan, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tanggal 13 Agustus 2015, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar
disebabkan Penggugat mengetahui kalau Tergugat mengkonsumsi ganja
dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah
mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan
nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada
meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan
Tergugat;

6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa
telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat
menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi
melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik
talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2)
dan (4);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua
Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([ GcNcNEEEEEEEEE
I tcrhadap Penggugat (N
) -0 membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh
ribu rupiah);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai
ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Surat Keterangan Nomor : || G .02 TGN
yang dikeluarkan oleh Pangulu [ GG
. - -1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor || anoca R

I /a9 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
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I </ah di-nazageling, oleh

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok
(bukti P.2);
B. Saksi
1. . . 52 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Tano, tempat kediaman di | |||

Nagori Sait Buttu Saribu, Kecamatan [ EGTcNGNGE

I 20 merupakan Ayah Penggugat di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2015, saksi
hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dan
mendengarkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis namun sejak tanggal 13 Agustus 2015, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali karena Tergugat
ketahuan mengkonsumsi narkoba oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat
dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan biaya hidup
oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak

berhasil dan tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);

2. . . 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Tani, tempat kediaman di || GcTcNGNGNGGEEEEEEEEEE
. 19
merupakan tetangga Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2015, saksi
hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dan
mendengarkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis namun sejak tanggal 13 Agustus 2015, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali karena Tergugat
ketahuan mengkonsumsi narkoba oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat
dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan biaya hidup
oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak
berhasil dan tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh
Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas
perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
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sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat (P.1) berupa surat keterangan yang
merupakan asli dari akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat
sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga
terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik
Indonesia ( ghoib);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1
sampai angka 7 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat,
didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1
sampai 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
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R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

IlBahwa pada tanggal [ rengougat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan [ GTGNGNGNGEGEGEGEGEEEEEEEE
I

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis namun sejak tanggal 13 Agustus 2015 sudah tidak rukun lagi
disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ketahuan
mengkonsumi narkoba dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan
sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

3. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan tidak ada harta yang
ditinggalkan untuk Penggugat;

4. Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat dan bersedia membayar
uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat,
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak
pernah bercerai sampai sekarang;

2. Bahwa sejak tanggal 13 Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat karena ketahuan mengkonsumsi narkoba dan tidak pernah
bersatu lagi sampai dengan sekarang serta keberadaan Tergugat sudah
tidak diketahui lagi (ghaib);

3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat
serta tidak lagi memperdulikan kehidupan Penggugat;
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4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat
yang merupakan jalan terbaik baginya, karena Tergugat telah melanggar
taklik talak angka 2 dan 4, Penggugat bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi
dengan alasan “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti
dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighat taklik
talaknya poin [2] yakni Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada
Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya dan poin [4] yakni Tergugat telah
membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut
Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga
mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) atas
pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab
Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

2 saally ) g8 ol | gial pdll Ll
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan ungkapan

yang tercantum dalam Kitab Al-Syarqowi ‘ala al-Tabhrir, juz Il halaman 302 yang
berbunyi:
— Lalll e Sae Ladsa 50 @85 ddiay B (3le (1
"Siapa saja yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah
talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut
dhahirnya ucapan:
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan
sesungguhnya telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diikrarkannya
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sesaat setelah akad nikah poin [2] saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya
tiga bulan lamanya, dan [4] atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri
saya enam bulan lamanya, Penggugat tidak rela serta mengajukan gugatan ke
Pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah
menyerahkan uang iwadh sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka
jatuhlah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil
membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51
dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf
[0] Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata
bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat
dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan
talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.
Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002,
tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pernikahan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khu'i Tergugat (| GcNcNEEEEE
) tcrhadap Penggugat (N
) dchoan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sidamanik,
Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

ini Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 M
bersamaan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 H oleh kami Drs, H. Zulkarnain
Lubis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H,
dan Syafrul, S.H.l., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Dasma
Purba, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Hakim Anggota dto
dto Drs, H. Zulkarnain Lubis, M.H

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H
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Hakim Anggota,

dto
Syafrul, S.H.l.,, M.Sy. Panitera Pengganti,
dto

Dasma Purba, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Ansor, SH.
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